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BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR i2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

: a. bahwa terdapat penyesuaian irncian Dana Alokasi Khusus

Non Fisik sesuai surat Kepala Dinas Koperasi

Perdagangan

146.2/0152/DISKOPERINDAG/2024 tanggal 3 Mei 2024

perihal Penyesuaian nomenklatur DAK Non Fisik TA.2024;

b. bahwa terdapat Penambahan Anggargin Kegiatan Seleksi

Pengadaan CASN (PNS dan PPPK) Kabupaten Sumbawa

Barat Tahun Anggarein 2024 sesuai surat Kepala Dinas

Nomor 900.1.1.2/345/BKPSDM/2024 anggal 27 Maret

2024;

c. bahwa terdapat pergeseran einggaran antar organisasi,

antar unit orgeinisasi, antar program, antar kegiatan, antar

sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar

objek, antar rincian objek belanja yang sesuai ketentuan

Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pada kondisi

Menimbang

NomorPerindustrian dan



tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan

perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan

APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu

tersebut berupa kondisi mendesak atau perubahan

prioritas pembangunan di Dinas Pertanian, Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Sekretriat Daerah dan

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati

Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 434);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

/



Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 57

TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2024.

Menetapkan :

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 nomor 2 huruf a angka 1, dan angka 2, nomor 2

huruf b angka 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

1.

Pasal 1

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp. 100.655.647.571,00

Rp.l.068.820.307.851,00

Rp. 174.819.140.000,00

Rp. 1.344.295.095.422,00Jumlah Pendapatan



2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Hibah

4) Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

Rp. 509.427.123.471,00

Rp. 445.115.684.476,00

38.393.477.226,00

16.298.600.000,00

Rp.

Rp.

1.009.234.885.173,00Rp.

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah

2) Belanja Peralatan dan Mesin

3) Belanja Bangunan dan Gedung

4) Belanja Jalan Irigasi Jaringan

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

17.229.936.317,00

36.183.074.609,00

78.762.739.354,00

217.631.630.383,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

48.600.000,00

85.714.855,00

Rp.

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

Rp.

Rp. 349.621.701.202,00

12.756.745.512,00

Rp. 127.069.111.000,00

c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

Rp

Rp 1.499.002.437.203,00

(Rp. 154.707.341.781,00)

3. Pembiayaan :

Rp. 154.707.341.781,00a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

0,00Rp

Rp. 154.707.341.781,00

0,-Rp.

2. Lampiran I Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2023

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.



3. Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2023

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 2i Mei 2024

J, BUPATI SUMBAWA.BAI^T.
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Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 20242i l.ei

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR ,2


